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KEPUTUSAN  

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG 

NOMOR 20 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG 
 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG, 

 
Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung 

jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Sosial 

Kabupaten Lebong, dipandang perlu untuk menetapkan 

suatu metode yang mengatur tentang pemberian 

kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta 

oleh masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS); 
   

  b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian 

kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang 

tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang 

telah ditetapkan pada masing-masing bidang; 
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 
   

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelayanan Publik; 
   

  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 
   

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 

  5. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik; 
   

 

MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG 

TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI 

LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 
   

KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten 

Lebong wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebong; 
   

KEDUA : Sistem kompensasi diberikan apabila terdapat keluhan dari 

masyarakat terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP); 
 

 
 

 
 

 



   

KETIGA : Sebagai kompensasi dari poin kedua, masyarakat berhak atas 

kompensasi berupa permohonan maaf, pemberitahuan atas 

ketidaksesuaian pelayanan serta layanan produk sampai ke 

alamat pelanggan/pemohon; 
   

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

  

Dikeluarkan di Tubei, 

Pada Tanggal : 17 Januari 2023 
 

Kepala, 
 

 

 

Drs. H. A. GOZALI 
NIP. 19680723 199303 1 003 

 


